PROSES AUDIT KINERJA

1. Pendahuluan 

 a. Kompetensi Dasar

Mahasiswa/i dapat memahami, menjelaskan proses audit kinerja di organisasi sektor publik
b. Indikator hasil Belajar

Pada akhir perkuliahan mahasiswa /i  diharapkan mampu:

1. Menjelaskan  definisi audit dan jenis jenis audit dalam organisasi sektor publik

2. Menjelaskan pemeriksaan kinerja, tujuan, karakteristik , objek audit kinerja.

3. Menjelaskan pengukuran kinerja dan standar audit kinerja: standar umum, standar pelaporan kinerja dan standar pekerjaan lapangan
4. Menjelaskan perbedaan Perbedaan Pemeriksaan Kinerja dengan Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
5. Menjelaskan struktur audit kinerja
6. Menjelaskan tahap pengenalan dan Perencanaan Audit kinerja: survey pendahuluan, review sistem pengendalian (control system review), kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program, penilaian ekonomi dan efisiensi, contoh kriteria audit.

7. Menjelaskan Tahapan Audit: identifikasi lingkungan, perencanaan dan tujuan, struktur organisasi, kebijakan prakatik, sistem dan prosedur, pengendalian , sumberdaya manusia dan lingkungan, praktik penempatan karyawan, analisis fiskal, invstigasi khusus.

8. Menjelaskan tahap pelaporan

9. Menjelaskna tahap penindaklanjutan (Follow up) 
c. Materi 

1. Pengukuran kinerja dan standar audit kinerja: standar umum, standar pelaporan kinerja dan standar pekerjaan lapangan

2. Struktur auditt kinerja

3. Tahap pengenalan dan Perencanaan Audit kinerja: survey pendahuluan, review sistem pengendalian (control system review), kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program, penilaian ekonomi dan efisiensi, contoh kriteria audit.

4. Tahapan Audit: identifikasi lingkungan, perencanaan dan tujuan, struktur organisasi, kebijakan prakatik, sistem dan prosedur, pengendalian , sumberdaya manusia dan lingkungan, praktik penempatan karyawan, analisis fiskal, invstigasi khusus.

5. Tahap pelaporan

       6. Tahap penindaklanjutan (Follow up)

c.    Metode Pembelajaran

1)  Metode ceramah ;

2)  Metode diskusi,

3)  Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat.
2. Materi 

A.   Definisi Audit
Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.
Jenis – Jenis Audit dalam Sektor Publik
Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan (financial audit), audit kepatuhan (compliance audit) dan audit kinerja (performance audit).
1. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.
2. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Dalam audit kepatuhan terdapat asas kepatutan selain kepatuhan (Harry Suharto, 2002). Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan.
3. Audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan
efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.
Audit Kinerja Sektor Publik Pemerintah

Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini tuntutan masyarakat dan perhatian publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang-bidang yang menyentuh kebutuhan masyarakat umum seperti pelayanan publik semakin besar. Menanggapi hal tersebut, BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa independen pemerintah perlu mengembangkan metodologi pemeriksaan kinerja dan menyeragamkan pemahaman para pemeriksanya, sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah saat ini.

Salah satu jenis pemeriksaan yang menjadi kewenangan BPK sesuai dengan Undangundang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah Pemeriksaan Kinerja

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif.
Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi serta aspek efektivitas. 

Pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian internal juga perlu dilaksanakan oleh pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja. 

Audit yang dilakukan dalam audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut management audit atau operational audit, sedangkan audit efektivitas disebut program audit. Istilah lain untuk performance audit adalah Value for Money Audit atau disingkat 3E’s audit (economy, efficiency and effectiveness audit).
Pengertian Pemeriksaan Kinerja
1. The US Government Accountability Office (U.S. GAO)

· Performance audits are defined as engagements that provide assurance or conclusions based on an evaluation of sufficient, appropriate evidence against stated kriteria, such as specific requirements, measures, or defined business practices. 

· Performance audits provide objective analysis so that management and those charged with governance and oversight can use the information to improve program performance and operations, reduce costs, facilitate decision making by parties with responsibility to oversee or initiate corrective action, and contribute to publik accountability.

· Performance audit objectives may vary widely and include assessments of program effectiveness, economy, and efficiency; internal control; compliance; and prospective analyses. These overall objectives are not mutually exclusive. Thus, a performance audit may have more than one overall objective. 
2.The Australian National Audit Office

A review or examination of any aspect of the operations of a person or body. The aim of a performance audit is to examine the economy, efficiency and effectiveness of the operations of government administration and to recommend ways in which these may be improved.

3. The Auditor General of Pakistan

Performance Audit is an independent appraisal of an audit entity to determine the extent to which resources were managed with due regard to economy, efficiency and effectiveness, and in conformity with applicable regulations, rules and procedures.

4. INTOSAI Auditing Standard

INTOSAI mendefinisikan performance audit sebagai “an independent examination of the efficiency and effectiveness of government undertakings, programs or organizations, with due regard to economy, and the aim of leading to improvements”.
5. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Paragraf 15 Pendahuluan Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

· Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

· Pemeriksaan kinerja adalah:

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

· Berdasarkan beberapa definisi diatas secara umum inti dari pemeriksaan kinerja adalah:

penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas atas suatu program/kegiatan/organisasi yang dilakukan oleh pihak yang independen dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja.
Tujuan Pemeriksaan Kinerja
· Secara umum pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan program/kegiatan/organisasi pemerintah dengan harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah melalui rekomendasi yang diberikan.

· Tujuan dari pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemeriksaan yang independen atas aspek ekonomi, efisiensi atau efektivitas pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah. Pemeriksaan kinerja dapat ditujukan untuk memeriksa salah satu, dua diantaranya / ketiga aspek tsb

2. Melakukan analisis yang independen atas validitas dan reliabilitas system pengukuran kinerja atau laporan kinerja yang dibuat oleh pemerintah;

3. Melakukan analisis yang independen untuk mengetahui permasalahan yang terkait dengan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan program/kegiatan/entitas dengan maksud untuk memperbaiki kinerja pemerintah;

4. Melakukan penilaian independen terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan pemerintah serta mengidentifikasi penyebab jika program yang dilaksanakan tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan

Objek Pemeriksaan Kinerja
· Pemeriksaan kinerja merupakan jenis pemeriksaan yang unik, salah satu keunikannya terletak pada bervariasinya objek pemeriksaan kinerja. 

· Objek pemeriksaan kinerja dapat berupa:

1. organisasi atau entitas pemerintah, Organisasi dapat berupa entitas:

· Pemerintah Pusat/Daerah,  

· Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), 

· Badan Layanan Umum (BLU), dsb. 
Dalam praktiknya, mengingat begitu luas dan kompleksnya suatu organisasi, maka pemeriksaan kinerja atas suatu organisasi sangat jarang dilakukan. Sebagai konsekuensinya, pemeriksaan kinerja atas organisasi dilakukan hanya terhadap fungsi, kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

2. program merupakan bentuk instrument atau kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Contoh :

pemeriksaan kinerja atas program wajib belajar sembilan tahun, kinerja pemekaran daerah dan pemeriksaan kinerja atas program distribusi pupuk bersubsidi.
3. kegiatan  adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dari suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Contoh pemeriksaan kinerja atas kegiatan antara lain: pemeriksaan kinerja atas kegiatan pembangunan jalan, pemerksaan kinerja atas pelayanan pembuatan KTP dan pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengadaan buku pelajaran

   Karakteristik Audit Kinerja
Penekanan kegiatan audit pada ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu organisasi memberikan ciri khusus yang membedakan audit kinerja dengan audit jenis lainnya. Berikut ini adalah karakteristik audit kinerja yang merupakan gabungan antara audit manajemen dan audit program :

1.   Audit Ekonomi dan Efisiensi
· Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah ekonomi, yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantits tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen.

· Pemeriksaan atas aspek ekonomi dapat memberikan jawaban atas pertanyaan berikut.

1. Apakah input yang diperlukan telah diperoleh dengan menggunakan dana publik secara ekonomi?

2. Apakah input telah digunakan secara ekonomi?

3. Apakah kegiatan manajemen dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrative dan kebijakan manajemen yang baik?
Contoh : Untuk menilai penggunaan dana publik dalam rangka perolehan input yang dibutuhkan adalah: Barang A dapat dibeli di toko B seharga Rp200.000.000,00. Dengan cara pembayaran, kualitas dan layanan purnajual yang sama Barang A dapat dibeli di toko C denganharga Rp180.000.000,00. Jika entitas membeli di toko B maka dikatakan entitas tersebut telah melakukan pemborosan atau ketidakekonomisan sebesar Rp20.000.000,00

Konsep kedua dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efisiensi, yang berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu (kuantitas maupun kualitas) dengan memanfaatkan input minimal.

· Untuk menilai efisiensi, maka pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemeriksaan:

1.  Apakah input yang tersedia telah dipakai secara optimal?

2.  Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input?

3.  Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan?

Temuan atas efisiensi dapat dirumuskan menggunakan perbandingan dengan aktivitas/industri yang sejenis, periode lain, standar, dan best practices yang secara tegas telah diadopsi oleh entitas.
· Contoh audit efisiensi Untuk memproduksi suatu jenis output tertentu dengan jumlah tertentu yang sama terdapat tiga cara:

1. Cara 1 membutuhkan 5 unit material A dan 2 jam kerja sebagai input.

2. Cara 2 membutuhkan 6 unit material A dan 3 jam kerja sebagai input.

3. Cara 3 membutuhkan 7 unit material A dan 4 jam kerja sebagai input.

· Maka dikatakan bahwa cara 1 lebih efisien dari cara 2 dan 3. Karena rasio input dan output (i/o) pada cara 1, lebih kecil dibandingkan dengan rasio input dan output (i/o) pada cara 2 dan cara 3.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu entitas, pemeriksa juga dapat menggunakan konsep cost-effectiveness sebagai alat analisis dalam melakukan pemeriksaan.

· Pemeriksaan atas efisiensi meliputi aspek, apakah:

1. Program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah dikelola, diatur, diorganisasikan, dan dilaksanakan secara efisien;

2. Jasa yang diberikan pemerintah telah ditentukan waktunya dengan memadai.
Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan bahwa suatu entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya (karyawan, gedung, ruang dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien. Selain itu juga bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit :
a. mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat;
b. melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah;
c. melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai;
d. menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya;
e. menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan;
f. menggunakan prosedur kerja yang efisien;
g. menggunakan sumber daya (staf, peralatan dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat;
h. mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya Negara;
i. melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi
Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.
· Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen.

· Pemeriksaan atas aspek ekonomi dapat memberikan jawaban atas pertanyaan berikut.

1. Apakah input yang diperlukan telah diperoleh dengan menggunakan dana publik secara ekonomi?

2. Apakah input telah digunakan secara ekonomi?

3. Apakah kegiatan manajemen dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrative dan kebijakan manajemen yang baik?

2.    Audit Efektivitas
Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah dalam rangka:
· menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat;
· menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan;
· menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah;
· mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan;
· menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah;
· menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait;
· mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik;
· menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut;
· menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program;
· menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.
Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (outcome). Efektivitas berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

· Contoh: Pemerintah Daerah X memiliki program pelayanan bus yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi di dalam kota. Outputnya pelayanan bus yang diukur dengan jumlah kilometer pelayanan bus. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Daerah X melakukan pembelian bus baru.

· Misalnya, Biaya pengoperasian setahun bus merek A Rp1.000.000.000, sedangkan biaya pengoperasian bus merek B juga Rp1.000.000.000. Kilometer yang dilayani bus A 250.000 km setahun, sedangkan bus B 225.000 km setahun. Tetapi, dengan bus A penggunaan kendaraan pribadi turun sebesar 10%. Sedangkan dengan bus B, penggunaan kendaraan pribadi turun sebesar 30%.

· Kesimpulannya dari sisi efektivitas (hubungan antara output dan outcome) penggunaan bus B lebih efektif (tetapi tidak lebih efisien)
· Untuk melakukan pemeriksaan atas efektivitas suatu entitas, maka pertanyaanpertanyaan berikut perlu dipertimbangkan:

·  Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan?

·  Apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan?

· Apakah dampak yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar?
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Standar Pemeriksaan Kinerja

Di Indonesia standar pemeriksaan pada sektor publik adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, dalam pemeriksaan kinerja berlaku:

· standar umum, 

· standar pelaksanaan, dan 

· standar pelaporan.

· Standar umum berlaku bagi setiap jenis pemeriksaan baik itu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

· Sedangkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan adalah spesifik untuk setiap jenis pemeriksaan.

1) Standar Umum

· Standar umum terdiri atas empat pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan :

· kemampuan dan keahlian pemeriksa, 

· independensi organisasi dan individual pemeriksa, 

· kemahiran professional berupa kecermatan dan keseksamaan, serta 

· pengendalian mutu pemeriksaan.

· Pernyataan standar umum pertama adalah:


“Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melaksanaan tugas pemeriksaan.”

· Pernyataan standar umum ke dua adalah:


“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat memengaruhi independensinya.”

· Pernyataan standar umum ke tiga adalah:


“Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.”

· Pernyataan standar umum ke empat adalah:


“Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan harus memiliki system pengendalian mutu yang memadaidan system pengendalian mutu tersebut harus direviu oleh pihak  lain yang kompeten (pengendalian mutu eksternal).”

2) Standar Pelaksanaan

· Standar pelaksanaan terdiri dari empat pernyataan yang berkaitan dengan syarat-syarat bagi pemeriksa dalam merencanakan dan mengawasi pekerjaan dilapangan.

· Pernyataan standar pelaksanaan yang pertama adalah:


“Pekerjaan harus direncanakan secara memadai”

· Pernyataan standar pelaksanaan ke dua adalah:


“Staf harus disupervisi dengan baik”

· Pernyataan standar pelaksanaan yang ke tiga adalah:


“Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.”

· Pernyataan standar pelaksanaan yang ke empat adalah:


“Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa.”

3) Standar Pelaporan

· Pernyataan standar pelaporan pertama adalah:


“Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengomunikasikan setiap hasil pemeriksaan.”

· Pernyataan standar pelaporan ke dua adalah:


“Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup: (a) pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan;(b) tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan; (c) hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi; (d) tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan; (e) pelaporan informasi rahasia apabila ada.”

· Pernyataan standar pelaporan ke tiga adalah:


“Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin.”

· Pernyataan standar pelaporan ke empat adalah:


“Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diperiksa, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perbedaan Pemeriksaan Kinerja dengan Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
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3.   Struktur Audit Kinerja
Struktur audit kinerja terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan, 
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tahap pengauditan, tahap pelaporan dan tahap penindaklanjutan. Pada 
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tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem penge
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ndalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan
 Review sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pentingnya menjaga kualitas Audit Akuntansi Sektor Publik
Audit quality (kualitas audit) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut.
Secara teknik audit sektor publik adalah sama saja dengan audit pada sektor swasta. Mungkin yang membedakan adalah pada pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Tuntutan dilaksanakannya audit pada sektor publik ini, adalah dalam rangka pemberian pelayanan publik secara ekonomis, efisien dan efektif. Dan sebagai konsekuensi logis dari adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah itu sendiri.
Agar pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan tersebut transparan dengan memperhatikan value for money, yaitu menjamin dikelolanya uang rakyat tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik, maka diperlukan suatu pemeriksaan (audit) oleh auditor yang independen.
Pelaksanaan audit ini juga bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.  Pengertian  audit menurut Malan (1984) adalah suatu proses yang sistematis  untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang  telah  ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak pemakai.
Audit Sekotor Publik / Pemerintah dibagi dalam 3 elemen dasar yaitu:
1. Financial and compliance yang bertujuan untuk menentukan apakah operasi keuangan dijalankan dengan baik, apakah pelaporan keuangan dari suatu audit entity disajikan secara wajar dan apakah entity tersebut telah mentaati hukum dan peraturan yang ada.
2. Economy dan efficiency, untuk menentukan apakah entity tersebut telah mengelola  sumber-sumber (personnel, property, space and so forth) secara ekonomis, efisien dan efektif termasuk  sistem informasi manajemen, prosedur administrasi atau struktur organisasi yang cukup.
3. Program results, menentukan apakah hasil yang diinginkan atau keuntungan telah dicapai pada kos yang rendah.
Proses dan Tahapan Audit Kinerja

PROSES AUDIT  

 
Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematika: 

1. Struktur audit kinerja 

2. Tahapan audit kinerja  

3. Kriteria atau indikator yang menjadi tolok ukur audit kinerja. 

1. Struktur Audit Kinerja 

 
Pada dasarya, struktur audit adalah sama, hal yg membedakan adalah spesific tasks  pada tiap tahap audit yg menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit.  Secara umum, struktur audit kinerja terdiri atas: 

a. Tahap-tahap audit 

b. Elemen masing-masing tahap audit 

c. Tujuan umum masing-masing elemen  

d. Tugas-tugas yang diperlukan utuk mencapai setiap tujuan 

2. Tahapan Audit Kinerja 

Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan   prosedurya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur   audit kinerja yang terdiri atas: 

a. Tahap pengenalan dan perencanaan (familiarization and planning phase) 

b. Tahap pengauditan (audit phase) 

c. Tahap pelaporan (reporting phase) 

d. Tahap penindaklanjutan (follow-up phase)

	TAHAP
	ELEMEN

	Tahap pengenalan dan perencanaan 

(familiarization and planning phase) 
	Survei pendahuluan 

Review SPM 

	Tahapan audit  

(audit phase) 
	Review hasil-hasil program 

Review ekonomi 

Review kepatuhan 

	Tahap pelaporan  

(reporting phase) 
	Persiapan laporan 

Review dan revisi 

Pengiriman dan penyajian laporan 

	Tahap penindaklanjutan  

(follow-up phase)
	Desain follow up 

Investigasi 

Pelaporan


TAHAP PENGENALAN & PERENCANAAN 

(Familiarization and Planning Phase) 

Tahap pengenalan dan  perencanaan terdiri dari dua elemen: 

A. Survei Pendahuluan (Preliminary Survey) 

Survei pendahuluan, bertujuan untuk menghasilkan research plan yang detail yg  dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja. Auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan:  

1. Struktur dan operasi organisasi 

2. Lingkungan manajemen 

3. Kebijakan, standar, dan  prosedur kerja 

Deskripsi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit akan membantu  auditor untuk menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail, memanfaatkan sumber  daya yang ada untuk berbagai hal yang bersifat material, mendesain tugas secara efisien dan  menghindari kesalahan. 

B. Review Sistem Pengendalian (Control System Review) 

 
Review SPM, bertujuan untuk mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan  antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  Pada audit keuangan, audit dimulai dengan review dan evaluasi terhadap SPI  terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Pada audit kinerja, auditor harus  menelaah SPM untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi  perhatian manajemen dan untuk luas, sifat dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya  SPM memberikan gambaran tentang metoda dan prosedur yg digunakan oleh  organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen bertujuan utk memastikan  bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan  peraturan yang berlaku.  Tiga langkah prosedur audit yg dilakukan pada review sistem pengendalian: 
1. Menganalisis sistem manajemen organisasi 

2. Membandingkannya dengan model yang ada. 

3. Mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan/ketidaksesuaian 

 
Kriteria penilaian yang digunakan untuk reliabilitas data dibagi dalam dua area, yaitu: 

1. Proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data 

a. Prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. 

b. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan penghitungan data untuk  memastikan integritas data. 

c. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan. 

d. Terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. 

2. Kecukupan pelaporan data 

a. Data yang dikumpulkan dan dihitung, dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun  sebelumnya 

b. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu 

 
Audit pada tahap pengenalan dan perencanaan mempersiapkan dokumen: 

1. Analitical memorandum berisi identifikasi kelemahan yang material dalam sistem  pengendalian manajemen dan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan  tersebut. 

2. Planning memorandum dibuat berdasarkan hasil review sistem pengendalian untuk  menentukan sifat, luas, dan waktu pekerjaan audit berikutnya. 

Indikator kinerja dapat membantu pemakai laporan dalam menilai kinerja organisasi  yang diaudit. Penggunaan indikator kinerja untuk masing-masing organisasi juga penting untuk  mengantisipasi kemungkinan bahwa ukuran kerja untuk suatu organisasi berbeda dengan ukuran 

kerja organisasi lain.

1. Perencanaan Pemeriksaan


Tujuan perencanaan pemeriksaan adalah mempersiapkan suatu program pemeriksaan yang akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. 

· Perencanaan pemeriksaan terdiri dari lima tahap, yaitu:

· a. Pengidentifikasian masalah

· 
Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam organisasi, program, dan fungsi pelayanan publik yang diperiksa. Dua kegiatan utama yang dilakukan dalam tahap pengidentifikasian masalah adalah pemahaman atas rencana strategis dan kebijakan Badan tentang pemeriksaan kinerja dan pemahaman atas entitas yang akan diperiksa..

· Beberapa Konsep Dasar yang ada dalam tahap identifikasi masalah:

· Entitas adalah suatu organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki;

· Input adalah sumber daya yang dimiliki dan digunakan entitas untuk menghasilkan output antara lain berupa dana, sumber daya manusia, peralatan dan material;

· Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output; 

· Output adalah barang-barang diproduksi; jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input (what is produced).
· Secara garis besar, pemahaman terhadap entitas yang diperiksa meliputi dua hal, yaitu:

· 1. Gambaran umum entitas, yang terdiri dari:

· Visi, misi dan strategi entitas

· Peraturan terkait (legal mandate)

· Lingkungan internal, eksternal dan pihak terkait (stakeholders)

· Tugas pokok dan fungsi entitas

· Struktur organisasi

· Anggaran dan realisasi

· Key Performance Indikators (KPI) yang digunakan

· Hasil pemeriksaan yang lalu.

· 2. Memahami input, proses dan output entitas.

Pemahaman terhadap input, proses dan output entitas dimaksud agar pemeriksa dapat memahami bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh entitas, yaitu sumber daya apa yang digunakan sebagai input, bagaimana sumber daya tersebut diproses untuk menghasilkan output dan output (barang atau jasa) apa yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Pemahaman input, proses dan output akan memudahkan pemeriksa untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang akan timbul pada ketiga hal tersebut dan apa akibat dari permasalahan tersebut.

Sumber informasi yang dapat membantu pemeriksa dalam proses identifikasi masalah, antara lain:

a.  Rencana strategis BPK dan kebijakan Badan tentang pemeriksaan kinerja;

b.  Hasil pemeriksaan terdahulu;

c.  Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.  Pernyataan-pernyataan dan atau keputusan pemerintah;

e.  Pendapat publik yang direflesikan dalam keputusan-keputusan dan atau risalahrisalah sidang/rapat DPR;

f.  Strategi dan rencana kerja, dan laporan tahunan entitas;

g.  Anggaran entitas;

h.  Struktur organisasi;

i.  Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan entitas;

j.  Petunjuk pelaksanaan intern dan pedoman operasional yang ada;

k.  Evaluasi program entitas dan rencana periksa intern;

l.  Hasil evaluasi dan laporan internal periksa entitas;

m. Notulen rapat pimpinan/manajemen;

n.  Hasil-hasil diskusi dengan manajemen dan stakeholders;

o.  Hasil studi yang dilakukan oleh industri, professional atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dengan entitas yang diperiksa;

p.  Hasil-hasil penelitian akademis;

q.  Hasil liputan media massa.

Pengumpulan informasi dalam rangka identifikasi masalah dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pelajari rencana strategis BPK dan Kebijakan Badan tentang pemeriksaan kinerja;

b. Pahami entitas yang akan diperiksa, bila diperlukan lakukan observasi singkat di lapanan dan wawancara dengan manajemen;

c. Reviu peraturan-peraturan yang mendasari program yang diperiksa, laporan kemajuan pelaksanaan program serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program;

d. Identifikasi dan reviu tujuan dan program yang diperiksa;

e. Teliti apakah telah ada tolak ukur, standar atau KPI untuk mengukur keberhasilan program;

f. Teliti kemungkinan adanya hambatan yang dialami entitas dalam melaksanakan kewenangannya, yang mungkin disebabkan oleh adanya kewenangan serupa yang dimiliki oleh entitas lain;

g. Teliti kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa;

h. Teliti kemungkinan adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghambat pencapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan;

i. Pelajari kemungkinan adanya batasan-batasan, berdasarkan peraturan atau kebijakan institusi di atasnya yang diberlakukan terhadap entitas yang diperiksa;

j. Lakukan reviu atas hasil-hasil studi yang telah dilakukan kelompok industri, kelompok profesional dan kelompok-kelompok lain yang mempunyai kepentingan terhadap entitas tersebut.

k. Inventarisasi isu-isu mutakhir tentang permasalahan yang dihadapi oleh entitas, yang dapat diperoleh dari media massa dan sumber-sumber lainnya.

b. Penentuan area kunci


Tujuan dari tahap ini adalah untuk memilih area, bidang atau kegiatan yang akan menjadi fokus dalam pemeriksaan. Penentuan area kunci yang tepat akan memungkinkan penggunaan sumber daya pemeriksaan secara lebih efisien dan efektif. Beberapa factor yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan area kunci adalah risiko terhadap manajemen, signifikansi suatu program, dampak pemeriksaan dan auditabilitas.
Area kunci adalah area, bidang, program, atau kegiatan yang merupakan fokus pemeriksaan dalam entitas yang diperiksa. Penentuan area kunci sangat penting agar pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih fokus pada tujuan pemeriksaan, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari identifikasi masalah, yang di dalamnya terdapat informasi tentang visi, misi, proses bisnis, dan tugas utama dari entitas, pemeriksa dapat menentukan beberapa area potensial yang dapat dikembangkan dalam pemeriksaan. Area potensial yang telah teridentifikasi tersebut, selanjutnya akan dipilih berdasarkan urutan prioritasnya untuk ditentukan sebagai fokus utama objek pemeriksaan yang disebut area kunci. Untuk menentukan urutan prioritas area kunci yang akan dipilih, digunakan suatu pendekatan faktor-faktor pemilihan (selection factors) yang terdiri atas (1) risiko manajemen, (2) signifikansi, (3) dampak pemeriksaan, dan (4) auditabilitas.
1. Risiko Manajemen

· Pendekatan pemeriksaan berbasis risiko dalam pemeriksaan laporan keuangan diartikan sebagai suatu pendekatan dengan menggunakan analisis risiko untuk menentukan area penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan. Pada pemeriksaan laporan keuangan berfokus pada risiko terjadinya salah saji material dalam penyajian laporan keuangan. Pendekatan pemeriksaan berbasis risiko dalam pemeriksaan kinerja, lebih ditekankan pada risiko yang ditanggung manajemen terkait dengan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai kemungkinan terjadinya risiko manajemen dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas antara lain :

a. Pengeluaran di bawah/di atas anggaran dalam jumlah yang signifikan;

b. Tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan;

c. Tingginya mutasi pegawai;

d. Manajemen tidak bereaksi atas kelemahan yang ditemukan;

e. Ekspansi program secara mendadak;

f. Hubungan tanggung jawab yang tumpang tindih, tidak jelas atau membingungkan;

g. Aktivitas yang bersifat kompleks dalam suatu lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Beberapa indikator yang mengakibatkan ketidakpastian tersebut antara lain:

· Kegiatan yang amat terdesentralisasi dengan banyak pihak yang berkepentingan;

· Penggunaan teknologi yang berkembang amat pesat dan canggih;

· Lingkungan yang dinamis dan kompetitif;

· Melibatkan berbagai macam instansi/lintas sektoral, dan;

· Proyek atau aktivitas yang baru.

· Penentuan risiko manajemen sangat dipengaruhi oleh penilaian pemeriksa atas pengendalian internal. Pengendalian yang lemah atas suatu program/kegiatan mengandung risiko yang tinggi. Pengendalian yang lemah atas suatu

· program/kegiatan mengakibatkan tujuan program/kegiatan (meliputi efektifitas, efisiensi, atau ekonomi) semakin sulit tercapai. Pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI) dari entitas dapat diperoleh dari hasil pengujian SPI pada pemeriksaan keuangan. Apabila belum terdapat data mengenai hasil pengujian SPI dari pemeriksaan keuangan maka pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan SPI khusus atas area-area potensial yang akan menjadi area kunci.

2. Signifikansi

Konsep signifikansi dalam pemeriksaan kinerja hampir sama dengan materialitas dalam pemeriksaan keuangan. Signifikansi suatu area pemeriksaan berkaitan dengan dampak yang dihasilkan area tersebut terhadap objek pemeriksaan secara keseluruhan. Signifikansi bergantung pada apakah suatu kegiatan dalam suatu area pemeriksaan secara komparatif memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam objek pemeriksaan secara keseluruhan. Penentuan signifikansi merupakan penilaian profesional dimana seorang pemeriksa harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti materialitas keuangan, batas kritis keberhasilan, dan visibilitas.

· a. Aspek materialitas keuangan

· Materialitas keuangan adalah salah satu aspek dari signifikansi. Faktor ini didasarkan atas penilaian terhadap aset yang dikuasai, jumlah penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh entitas yang diperiksa. Makin material nilaiaset/uang yang dikelola suatu kegiatan/program, makin tinggi kemungkinan menjadi area kunci yang akan dipilih sebagai objek pemeriksaan. Materialitas dalam audit keuangan dan audit kinerja dapat berbeda. Objek yang sama bisa dipandang secara berbeda sehingga ada kemungkinan material menurut audit kinerja tapi menurut audit keuangan tidak material.
· b. Aspek batas kritis keberhasilan


Aspek batas kritis keberhasilan menunjukkan pentingnya suatu area dalam menentukan keberhasilan suatu entitas. Apabila perbaikan yang ditimbulkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap operasi entitas maka signifikansinya akan tinggi. Sebaliknya terhadap suatu pekerjaan yang bersifat rutin dan perbaikan kinerja suatu objek tidak berdampak luas terhadap kinerja entitas secara keseluruhan maka tingkat signifikansinya relatif rendah.

· c. Visibilitas


Visibilitas atau kejelasan suatu area, berhubungan erat dengan  dampak eksternal dari kegiatan/program tersebut. Hal ini berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan, serta pentingnya kegiatan tersebut terhadap program pemerintah atau masyarakat.

3. Dampak Audit

· Dampak audit merupakan nilai tambah yang diharapkan dari audit tersebut, yaitu suatu perubahan dan perbaikan yang dapat meningkatkan ‘3E’ dari area yang diperiksa. Nilai tambah yang dihasilkan dari suatu audit merupakan hal penting dalam menentukan area kunci yang akan diperiksa secara terinci. Contoh dampak audit yang diharapkan :


a. Aspek ekonomi

· 1) Pengurangan biaya sebagai hasil dari pengadaan yang lebih baik;

· 2) Pengurangan biaya akibat pemanfaatan sumber daya yang lebih ekonomis.


b. Aspek efisiensi

· 1) Peningkatan output pada tingkat input yang sama.

· 2) Perbaikan atas pekerjaan ganda dan kurang koordinasi.


c. Aspek efektivitas

· 1) Perbaikan analisis kebutuhan.

· 2) Memperjelas tujuan dan kebijakan.
4. Auditabilitas

Auditabilitas berhubungan dengan kemampuan BPK RI (AKN dan Kantor Perwakilan) untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesi (SPKN). Berbagai keadaan dapat terjadi, yang menyebabkan pemeriksa memutuskan untuk tidak melakukan audit dalam area tertentu walaupun hal tersebut amat signifikan. Berbagai situasi mungkin terjadi sehingga menyebabkan pemeriksa memutus kan untuk tidak melaksanakan pemeriksaan pada beberapa area tertentu walaupun hal itu signifikan. Dalam memutuskan hal tersebut, pemeriksa dapat mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Sifat kegiatan yang tidak memungkinkan untuk diaudit, misalnya untuk melakukan audit atas pertimbangan-pertimbangan teknis suatu fasilitas penelitian.

b. Bila pemeriksa tidak memiliki atau mendapatkan keahlian yang dipersyaratkan.

c. Area tersebut sedang dalam perubahan yang signifikan dan mendasar.

d. Kriteria yang cocok/pantas tidak tersedia untuk menilai kinerja.

e. Lokasi dimana pekerjaan lapangan tidak dapat dijangkau sehubungan dengan bencana alam atau alasan lain.

Apabila hal di atas ditemukan, maka pemeriksa perlu mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke pemeriksaan terinci.

Matrik Pembobotan Area Kunci

· Untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor pemilihan yaitu faktor risiko manajemen, signifikansi, dampak pemeriksaan, dan auditabilitas, pemeriksa dapat melakukan pembobotan berdasarkan pertimbangan profesionalnya (professional judgment). Pertimbangan pembobotan yang dilakukan oleh pemeriksa harus dituangkan dalam matrik penentuan area kunci. Dalam rangka pelaksanaan quality control (QC) dan informasi yang lengkap bagi pemeriksa berikutnya maka pertimbangan pembobotan per selection factor dilakukan dalam bentuk deskripsi.

· Pembobotan dilakukan  dengan menggunakan matriks pembobotan dengan skor terhadap faktor-faktor pemilihan sebagai berikut:

· Tinggi = skor 3

· Sedang = skor 2

· Rendah = skor 1

· Contoh penentuan area kunci pada suatu kantor pertanahan setelah dilakukan analisa terhadap masing-masing selection factors dapat dilihat sebagai berikut:
· Penentuan objek, tujuan, dan lingkup pemeriksaan 


Tujuan penentuan objek pemeriksaan adalah untuk memilih area-area pemeriksaan yang memiliki risiko yang tinggi. Tujuan dari penentuan tujuan pemeriksaan adalah agar pemeriksaan menjadi lebih terarah dan menghindari prosedur-prosedur pemeriksaan yang tidak diperlukan. Sedangkan tujuan dari penentuan lingkup pemeriksaan adalah untuk menentukan prosedur-prosedur apa yang akan dilakukan agar dapat menjawab tujuan pemerikasaan.
· d. Penetapan kriteria pemeriksaan


Kriteria adalah standar-standar kinerja yang masuk akal dan bisa dicapai untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa. Tujuan penetapan kriteria adalah sebagai dasar dalam membandingkan apakah praktik-praktik yang dilaksanakan telah mencapai standar yang ditetapkan.
· e. Penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan


Program pemeriksaan adalah kumpulan dari prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan dan dibuat secara tertulis. Program kerja perorangan merupakan penjabaran dari program pemeriksaan yang akan dilakukan oleh masing-masing pemeriksa dalam suatu tim pemeriksaan. Tujuan penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan adalah untuk menetapkan hubungan antara tujuan pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, dan kemungkinankemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan prosedur-prosedur pemeriksaan yang harus dilaksanakan serta sebagai media supervisi dan riviu.

TAHAPAN AUDIT (Audit Phase) 

 
Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu: 
1. Telaah hasil-hasil program (program results review) 

2. Telaah ekonomi dan efisiensi (economy and efficiency review) 

3. Telaah kepatuhan (compliance review) 

Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam  mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk  mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomi dan efisiensi  akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar  tadi secara ekonomis dan efisien. Review kepatuhan akan membnatu auditor untuk menentukan  apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai aturan dan  hukum yang berlaku. Dalam menjalankan elemen-elemen tersebut, auditor juga harus  memepertimbangkan biaya. Atas dasar tersebut, setiap elemen harus dijalankan secara terpisah.

· Tujuan tahap pelaksanaan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menguji apakah bukti-bukti tersebut telah lengkap dan tepat serta menentukan apakah bukti yang dikumpulkan telah cukup untuk menilai kinerja suatu entitas dengan membandingkannya terhadap kriteria yang telah ditetapkan.

· Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan meliputi:

a. Memeroleh dan menguji data untuk menjawab tujuan pemeriksaan;

b. Menyusun dan menyampaikan konsep temuan pemeriksaan;

c. Memeroleh tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan pemeriksaan; dan

d. Menyampaikan temuan pemeriksaan

3. Pelaporan pemeriksaan
· Penyusunan laporan pemeriksaan bertujuan untuk memberikan informasi, rekomendasi, dan penilaian yang independen bagi pengguna laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa dengan harapan agar teradi perubahan positif bagi kinerja entitas tersebut di masa datang.

· Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaporan adalah:

a. Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan

b. Perolehan tanggapan atas rekomendasi

c. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan
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